
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BTJPATI KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2I TAHUN 2OO5

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDTRI NOMOR
21 TAHUN 2OO4 JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2OO5

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2I
. *A TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PTMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH.,\ ESA

BUP,,\TI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa unfLlk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Der,van

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri sebagairnana telah beberapa kali

diubah terakliir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I I Tahun 2007

dan sesuai Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri

Not.tror 17017661418.0212016 tanggal 29 Septer-nber 2016 perihal Hasil Kajian

Perhitungan dan Usulan Tunjangan Perunahan DPRD, Nota Dinas Plt. Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupeten Kediri Nornor

900142641418.7312016 tanggal l7 Oktober 2016 perihal Usulan Kenaikar.r

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Berita Acara

Ncrtnor 900143341418.7312016 tanggal l9 Oktober 20t6,perihal Rapat Pembahasan

Usulan Kenaikan Tunjangan Perunrahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu

merubah Peraturan Bupatr Kediri Nomor 2l Tahun 2005 tentang PetLrnjr-rk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nonror 2l Tahun 2004 .luncto

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentaLrg Kedr,rdukan

Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kediri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 221'ahun2015;
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b.

Mengingat : 1.

2

bahwa berdasarkan peftirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang tentang Perubahan Keenam Atas

Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nornor 2l Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kediri;

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norn or 47 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

Urrdang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa00);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahurr 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa3D;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor

82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor l7 Tahun2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilar-r Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah

diubalr dengan Undar-rg-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Irrdonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5650);

Uridang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Let.nbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakl"rir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Notnor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia 4576);

Peraturan Pemerintal-r Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembir-raan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahur-r 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintalr Nomor 16 Tahun 2010 tentaug Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwiikilan

Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 terfiang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan

Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tal-run 2004 lentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri (Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor

16 Seri E, Tambal-ran Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E)

sebagairnana telah beberapa kali diubali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor ll Tahun 2007 (Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2007 Nornor 11 Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri Nornor 32);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Daeral.t

Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kecliri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 Nomor 21) sebagairnana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kedin Nomor 22 Tahttn

2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 22);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2OO5 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PE,RATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2I TAHUN 2OO4 JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2OO5 TENTANG PE,RUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2OO4

TE,NTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 2l Tahun 2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004

juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahar.t

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004 tentang Kedudukart

Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeralt

Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 Nomor 21) yang

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor l5 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 15);

b. Nornor l7 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor l7);

c. Nornor 23 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 23);

d. Nomor 47 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 47);

e. Nornor 22 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 5 Nomor 22);

diubah sel-ringga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Dtierah belurn dapat rrenyediakan runrah iabatan Pitnpiltarl

atau rurnah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangart

perurlahan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu

rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.800.000,00 (empat belas juta delapan

ratus ribu rupiah) per br"rlan;

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lirna ratus ribu

rupiali) per bulan.

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) berdasarl<arr

hasil kajian perl-ritungan harga sewa rumah dinas ketua, wakil ketua dan anggota

DPRD Kabupaten Kediri dari PT. Superintending Company of lndonesia yang

telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Kediri.
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(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pada awal bulan.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan pada Pos

DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Surat Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1701766/418.0212016 tanggal 29 September 2016

perihal Hasil Kajian Perhitungan dan Usulan Tunjangan Perumahan DPRD, Nota

Dinas Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupeten Kediri

Nornor 900142641418.732016 tanggal l7 Oktober 2016 perihal Usulan Kenaikan

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dan

Berita Acara Nomor 900143341418.7312016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Rapat

Pembahasan Usulan Kenaikan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD dengan hasil peserta rapat memutuskan segera ada Peraturan Bupati Kediri

pengganti Peraturan Bupati Kediri Nomor 22Tahtn 2015 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - l0 2016

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diur-rdangkan di Kediri
padatanggal 25 - 10 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD.

SUPOYO

BERI'I'A DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
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